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ABSTRAKSI 

 

Penelitiann ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Pengaruh 

Perlakuan Tax amnesty dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(Studi Pada UMKM Yang TerdaftarDi KPP Pratama Batu). Sampel dalam 

penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftardi KPP Pratama Batu yang 

telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Batu. Berdasarkan 

pengumpulan data didapatkan sejumlah 75 responden, dengan metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan rumus Slovin. 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukan variabel tax amnesty 

dan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian 

secara parsial  menunjukan variabel tax amnesty dan e-filing berpengaruh positif 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

Kata Kunci : Tax Amnesty, E-filing dan Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ABSTRACT 

 

This research was conducted with the aim of analyzing the effect of tax 

amnesty treatment and the application of e-filing on taxpayer compliance (a study 

on registered MSMEs at KPP Pratama Batu). The sample in this study is the 

UMKM taxpayers who are registered at KPP Pratama Batu who already have an 

NPWP and are registered at KPP Pratama Batu. Based on data collection, a total 

of 75 respondents were obtained, with the data collection method used, namely 

using the Slovin formula. Based on the results of simultaneous testing, it shows 

that the tax amnesty and e-filing variables affect the compliance of MSME 

taxpayers. The partial test results show that the tax amnesty and e-filing variables 

have a positive effect on MSME Taxpayer Compliance. 

Keywords : Tax Amnesty, E-filing and UMKM Taxpayer Compliance 
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BAB I 

PENDALUHUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sudah dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki 

begitu banyak sumber daya alam yang potensial yang bisa dikembangkan, 

dengan pemanfaatan yang tepat dan didukung dengan sumber daya 

manusianya diharapkan hasil dari sumber alam yang berlimpah dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemberdayaan UMKM merupakan 

salah satu upaya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Seperti 

yang diketahui sebagian besar pelaku usaha yang ada di Indonesia 

merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Sedangkan 

pelaku usaha besar hanya sepersekian persen. Sehingga dapat dikatakan jika 

pelaku UMKM berperan besar bagi perekonomian Indonesia secara makro. 

Tentunya pemerintah juga turut andil dalam upaya mendukung 

perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang kriteria yang 

harus dimiliki Usaha mikro, Kecil, dan Menengah  yaitu : (1) usaha mikro 

yaitu  usaha produktif milik perorangan atau badan yang dimana telah 

memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih tidak lebih 

Rp50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, 

(2) Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
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perusahaan atau cabang usaha lainnya dengan kriteria yakni kekayaan bersih 

lebih dari Rp. 50.000.0000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dan  hasil 

penjualan tahunan Rp. 300.000.0000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000, (3) 

Usaha Menengah, yaitu usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang  usaha lain dengan kriteria yakni kekayaan bersih lebih dari Rp. 

500.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000.000, dan hasil penjualan 

tahunan Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000. 

Dari data Kementerian Koperasi dan  UKM RI, secara keseluruhan 

UMKM menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang pesat setiap 

tahunnya. Tercatat  Pada tahun 2010 total jumlah pelaku UMKM 

sebelumnya sebanyak 52.769.426 meningkat menjadi 62.928.077 pada 

tahun 2017. Dimana secara persentase, jumlah UMKM di Indonesia  

mencapai 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia. Dapat disimpulkan 

jika UMKM memiliki peranan yang besar dalam menyumbang  

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berkembangnya usaha mikro, kecil 

dan menengah di Indonesia tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong 

kemajuan UMKM  di Indonesia, di antaranya yaitu Pemanfaatan Sarana 

Teknologi, Informasi Dan Komunikasi, Kemudahan Pinjaman Modal Usaha 

dan yang terakhir diturunkannya tarif  PPh Final (www.online-pajak.com).  

Pada tanggal 1 juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 

Tahun 2018 mengenai tarif baru untuk  PPh Final UMKM dimana tarif PPh 

Final yang awalnya dikenakan  sebesar 1% dipotong menjadi 0,5% dari 

http://www.online-pajak.com/
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omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya dengan ketentuan Wajib pajak 

orang pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka 7 tahun 

sedangkan Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV) dan 

Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 

tahun dan untuk Wajib Pajak Perseroan Terbatas (PT)  hanya menikmati 

tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun (www.jurnal.id).  

Menurut Safrina, et al (2018) bahwa dengan diturunkannya tarif PPh 

final, diharapkan masyarakat dari pelaku UMKM tidak terbebani sehingga 

sisi kepatuhan dalam membayar pajak meningkat. Karena kalau final berarti 

wajib pajak pelaku usaha UMKM tidak perlu membuat pembukuan dengan 

ketentuan cukup melaporkan berapa omset yang didapat. Kebijakan ini 

memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam melakukan 

pembayaran pajak sehingga peningkatan dalam penerimaan pajak tiap 

tahunnya diharapkan semakin tinggi.  

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara mempunyai peran 

penting untuk menjaga kedaulatan dan pembangunan nasional agar tercapai 

tujuan suatu negara. Besarnya peran pajak bagi Indonesia dapat dilihat dari 

kontribusi penerimaan pajak dan keseluruhan pendapatan pajak yang ada di 

Indonesia. Menurut Gouveia dan Strauss ( dalam Paramatha, 2016) bahwa 

peran pajak bagi suatu negara didominasi untuk membiayai pembangunan 

suatu negara. Selain berperan dalam pembangunan, pajak  juga berfungsi 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rumah tangga pemerintah serta 

sebagai alat untuk membuat kebijakan ekonomi.  
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Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar 

penerimaan pajak dapat meningkat setiap tahunnya. Upaya yang pernah 

dilakukan pemerintah antara lain adalah ekstensifikasi dan intensifikasi. 

Ekstensifikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang 

aktif. Sedangkan intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur pajak, pengawasan administrasi, 

pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan 

hukum (Putra dan Aryani, 2018). Usaha untuk memaksimalkan penerimaan 

negara tidak hanya peran dari DJP atau aparatur pajak sendiri, tetapi  juga 

dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak . 

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang 

sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yakni, pajak adalah 

kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang  dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara 

dan kepentingan bagi kemakmuran rakyatnya. Dimana dalam 

pelaksanaannya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 

perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP 

sebagai sarana administrasi perpajakan yang nantinya akan digunakan 
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sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban untuk membayar pajak. 

Realisasi penerimaan pajak pada akhir April 2019, telah mencapai Rp. 

387,00 triliun atau 24,53 persen dari target APBN 2019 dan mampu tumbuh 

positif sebesar 1,02 persen , walaupun telah mencapai target APBN tahun 

2019, penerimaan pajak yang disumbangkan dari sektor Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah ternyata masih sangat rendah. Dari sektor UMKM jumlah 

penerimaan anggaran pajak tahun 2018 hanya sebesar Rp 5.7 triliun. Jika 

dibandingkan dengan total penerimaan pajak pada tahun 2018 yang 

dikumpulkan DJP yaitu sebesar Rp 1.315,93 triliun maka kontribusi dari 

sektor UMKM hanya sebesar 0,43 persen saja, selain itu jumlah wajib pajak 

UMKM-pun masih sangat sedikit, yaitu hanya sebanyak 1,8 juta dari total 

para pelaku usaha UMKM mencapai 65% dari total pelaku usaha di 

Indonesia. (www.kemenkeu.go.id).  

Di Indonesia sistem pemungutan pajak mengenal tiga sistem. Pertama 

Official Assessment System, dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 

perhitungan  dan pemungutan  pajak sepenuhnya dilakukan oleh pegawai 

perpajakan. Kedua yaitu, Self Assessment System, dimana kegiatan 

perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak 

sendiri. Wajib pajak dianggap mampu menghitung, memahami undang-

undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi 

dan menyadari akan arti penting membayar pajak. Ketiga Withholding 

System, sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah 
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ditunjuk  untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan 

mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil 

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pihak ketiga yang 

ditunjuk (Resmi, 2018). 

Terlepas dari adanya perubahan sistem pemungutan pajak dari Official 

Assessment System menjadi Self Assessment System karena adanya peristiwa 

reformasi pajak atau Tax reform pada 1 Januari 1983 (Bawazier, 2018). 

Ternyata masih banyak wajib pajak di Indonesia yang belum atau belum 

semuanya melaporkan harta miliknya  dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan baik yang di dalam maupun luar negeri begitupun wajib 

pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat 

kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir di setiap 

negara termasuk Indonesia sendiri. Maka dari itu untuk mendorong wajib 

pajak untuk patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam 

meningkatkan penerimaan negara pemerintah melakukan kebijakan 

Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sebagai kebijakan yang mendasar 

dalam meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian 

serta untuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan 

kewajiban membayar pajak.  

Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2016 pasal 1 (1) yang dimaksud 

Tax Amnesty adalah sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 

tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana pada 
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bidang perpajakan, caranya melalui pengungkapan harta dan membayar 

utang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pada pasal 3 (1), 

harta yang dimaksud yaitu akumulasi dari tambahan kemampuan ekonomis 

berupa seluruh harta berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak 

maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk 

usaha dan juga harta yang berada di dalam atau diluar wilayah kedaulatan 

Indonesia (Kesuma, 2016). Dari pengampunan pajak ini diharapkan menjadi 

sebuah kesempatan bagi para kelompok wajib pajak tertentu untuk 

membayar kewajiban pajaknya (termasuk dihapuskan bunga dan denda) 

sesuai dengan jumlah yang ditentukan.  Yang berkaitan dengan masa pajak 

sebelumnya tanpa takut dengan tuntutan sanksi pidana. 

Menurut Bimonte & Stable, (2015).  Tujuan Tax Amnesty sendiri 

yaitu, agar jumlah wajib pajak bertambah untuk mendorong pendapatan 

sektor pajak dalam jangka pendek, menumbuhkan  tingkat kepatuhan wajib 

pajak yang selama ini tidak taat, mendorong agar wajib pajak secara 

sukarela menginvestasikan pendapatan diluar negeri agar dipindahkan ke 

dalam negeri dan juga sebagai perubahan informasi ke sistem standar yang 

lebih modernisasi. Namun pada kenyataannya pelaksanaan Tax Amnesty 

belum efektif karena wajib pajak kurang responsif selain itu juga tidak 

diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. 

Menurut Ariesta (2017) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu ketidakpuasan 

terhadap pelayanan publik. Maka dari itu untuk meningkatkan pelayanan 
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publik yang lebih baik perlu diikuti dengan perbaikan administrasi dan juga 

perbaikan pada sistem administrasi juga diperlukan untuk meningkatkan 

kemampuan dan mempermudah pengawasan pelaksanaan perpajakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muturi dan Kiarie (2015) bahwa  layanan pajak online 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Untuk menghimpun setiap penerimaan pajak yang nantinya akan 

masuk ke kas negara sebagai penunjang kemandirian pembiayaan 

pemerintah , oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil 

kebijakan untuk memperbaharui undang-undang perpajakan dan melakukan 

pembaharuan dalam sistem perpajakan berbasis elektronik dengan tingkat 

efisiensi  dan efektivitas yang tinggi  demi meningkatkan penerimaan 

negara dari sektor perpajakan. Pada tanggal 21 Januari 2005 Direktorat 

Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filing atau Electronic Filing System 

yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan 

(SPT) secara elektronik (e-filing) yang dilakukan melalui sistem Online 

yang real time hal ini untuk mempermudah wajib pajak melakukan 

pelaporan atau penyampaian pajak dan juga dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya sistem pelaporan pajak 

menggunakan e-filing diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam 

melaporkan SPT-nya 24 jam penuh meskipun pada hari libur sekalipun. 

Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak dapat 

melaporkan SPT-nya dengan alasan sibuk. 
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Berdasarkan dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait pengaruh variabel-

variabel diatas yaitu Tax amnesty dan E-filing terhadap Kepatuhan wajib 

pajak UMKM dengan judul “PENGARUH PERLAKUAN TAX 

AMNESTY DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di 

KPP Pratama Batu)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pengaruh Tax Amnesty dan  E-Filing terhadap Kepatuhan 

wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu? 

2. Bagaimana pengaruh Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu? 

3. Bagaimana pengaruh  E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

yang terdaftar di KPP Pratama Batu? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perlakuan Tax Amnesty  

dan penerapan E-filing  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang 

terdaftar di KPP Pratama batu. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perlakuan Tax Amnesty 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama 

Batu. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan E-filing 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama 

Batu. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek 

teoritis dan praktis maupun  kepada pihak-pihak yang membutuhkan.  

1. Aspek Teoritis 

a. Bagi Mata kuliah Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan literatur 

bagi mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini seperti mata 

kuliah perpajakan, akuntansi pajak, akuntansi biaya dan Sistem 

Infomasi akuntansi (SIA). 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun 

pembanding bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian yang ada kaitannya dengan variabel Tax amnesty, E-filing 

dan Kepatuhan Wajib Pajak. 
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2. Aspek Praktis 

a. Bagi Instansi Pajak 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi kantor-kantor pelayanan pajak dalam menangani 

masalah yang terkait ketidakpatuhan wajib pajak khususnya 

pelaku UMKM. 

b. Bagi Pemerintah 

Diharapkan dari hasil penelitian ini pemerintah, terutama 

untuk Direktorat Jenderal Pajak  dapat dijadikan bahan evaluasi 

dalam  peningkatan kepatuhan wajib pajak dan untuk pembuatan 

kebijakan-kebijakan baru di kemudian hari. 

c. Bagi UMKM 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pelaku UMKM 

khususnya UMKM yang ada di kota Batu, dapat diberikan  

gambaran mengenai pentingnya kesadaran diri dan taat dalam 

melapokan dan membayar kewajiban pajaknya serta patuh 

terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti 

kebijakan tax manesty dan e-filing untuk membatu wajib pajak 

dalam melaporkan perpajakannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitiann ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Pengaruh 

Perlakuan Tax amnesty dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu). Sampel 

dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP 

Pratama Batu yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama 

Batu. Berdasarkan pengumpulan responden dengan kuisioner menggunakan 

Google Form didapatkan sejumlah 75 responden yang menjadi responden 

untuk krmufian digunakan sebagai sampel penelitian. Metode yang 

digunakan dalam enelitian ini adalah regresi linear berganda dengan data 

primer yang akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS For Windows. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1) Hasil pengujian secara simultan menunjukan variabel Tax amnesty 

dan E-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM. 

2) Hasil pengujian secara parsial menunjukan variabel Tax Amnesty 

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

3) Hasil pengujian secara parsial menunjukan variabel E-filling 

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

 



73 
 

 
 

5.2. Keterbatasan 

1) Pengamatan ini hanya dilakukan pada satu lokasi saja yaitu di KPP 

Pratama Batu. 

2) Nilai adj R square sebesar 32,95% yang menunjukan bahwa masih 

ada sekitar 67,1% variabel lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM. Artinya penggunaan variabel yang digunakan untuk 

melihat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih terbatas pada dua 

variabel yaitu Tax amnesty dan E-filing. 

3) Metode pengumpulan data yang digunakan hanya menggunakan 

metode pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner, 

dimana bisa saja jawaban yang diberikan responden tidak jujur atau 

kemungkinan terdapat respon bias dari responden.  

5.3. Saran 

1) Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah 

lokasi penelitian seperti wilayah yang meliputi Kanwil Jawa Timur III 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan bisa 

digeneralisasikan. 

2) Diharapkan untuk penelitian selanjutanya dapat menambah variabel 

lain untuk mengukur tingkat Kepatuhan wajib pajak seperti tarif pajak, 

mekanisme pembayaran pajak, atau sanksi pajak. seperti penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Zahroh dan Mayowan (2016) dengan 

judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran 

Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan 
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Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kpp 

Pratama Batu)”. 

3) Disarankan untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat, 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik pengumpulan data 

tambahan lain selain menggunakan kuesioner, seperti metode 

wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan dan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut Cooper dan Emory 

(1997:289) wawancara adalah teknik pengambilan data dengan 

melakukan percakapan dua arah antara pewawancara dan yang 

diwawancara untuk mendapatkan informasi dari responden. dimana 

cara wawancara ini efektif untuk menjamin keandalan rincian 

informasi yang diperoleh.  
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